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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan
pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka
panjang, oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara
berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan
pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan distribusi pendapatan bagi masyarakat (Suryana, 2000).
Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan kekayaan suatu
negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tujuan
utama dari pembangunan suatu negara atau wilayah (Bhinadi, 2003).

Masalah ketimpangan pembangunan terjadi dalam skala lokal dan
nasional. Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan
apabila tidak mampu diatasi secara hati-hati dapat menimbulkan krisis yang lebih
kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan
serta dalam konteks makro sangat merugikan proses dan hasil pembangunan yang
ingin dicapai suatu wilayah (Zainuri & Jamal, 2017).

Secara aritmetika, sumber pertumbuhan dapat dibedakan menjadi
pertumbuhan yang disebabkan oleh barang modal, tenaga kerja, dan perubahan

produktivitas dari faktor produksi tersebut. Perubahan produktivitas ini



menjelaskan adanya perbedaan antarwilayah. Sedangkan yang mempengaruhi

produktivitas itu sendiri adalah kemajuan teknologi (WorldBank, 1991).

7

6

5 .
M banten

4 - | diy
m dki

3 - M jabar
H jateng

2 - L.
M jatim

1 -

0 -

2015 2016 2017 2018 2019
Gambar 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (Persen)

Sumber: BPS, diolah

Pulau Jawa terdiri dari 6 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Banten dan dua wilayah khusus yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta
yang setiap provinsinya mempunyai potensi sumberdaya alam maupun
sumberdaya manusia yang hasilnya tidak jauh berbeda dari setiap provinsinya.
Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi DI
Yogyakarta tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, sedangkan di
Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 mencapai angka 5,47, namun pada tahun

2016 mengalami penurunan menjadi 5,25 tapi mengalami peningkatan kembali

dari tahun 2017 hingga 2019. Pertumbuhan ekonomi perlu diperhatikan karena



dalam menangani disparitas pertumbuhan ekonomi perlu adanya peningkatan
secara signifikan.

Disparitas pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran atas
pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. Salah satu cara dalam
meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya perbedaan atau
kesenjangan pembagian pendapatan atau balas jasa dari faktor-faktor produksi
antarindividu maupun antardaerah karena adanya distribusi pendapatan yang tidak
merata. Menurut pandangan ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang
semakin Dberkurang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti
pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya,
apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat
pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para
pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan mendapatkan
investasi baru dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan
terus-menerus  berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak,
pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas
setiap penduduk telah menjadi negatif (Rukmana, 2012).

Tetapi para ahli ekonomi Kklasik menitikberatkan perhatiannya kepada
pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori
pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap
jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan kepada

pemisalan ini selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh pertambahan penduduk



kepada tingkat produksi nasional dan pendapatan (Rukmana, 2012). Tabel 1.1

menyajikan data jumlah penduduk di Pulau Jawa selama tahun 2015-2019.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2019 (Jiwa)
Provinsi 2015 2016 2017 2018 2019

DKl Jakarta 10,177,924 10,277,638 10,374,203 10,467,629 10,557,802
Jawa Barat 46,709,569 47,379,389 48,037,827 48,683,861 49,316,712
Jawa Tengah 33,774,141 34,019,095 34,257,865 34,490,835 34,718,204
DI Yogyakarta 3,679,176 3,720,912 3,762,167 3,802,872 3,842,932
Jawa Timur 38,847,561 39,075,152 39,292,972 39,500,851 39,698,631
Banten 11,955,243 12,203,148 12,448,160 12,689,736 12,927,316

Sumber: BPS, diolah

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk di Pulau Jawa setiap tahunnya
mengalami peningkatan. Jumlah penduduk tertinggi di Pulau Jawa berada di
Provinsi Jawa Barat dan jumlah penduduk terendah di Pulau Jawa berada di
Provinsi DI Yogyakarta, namun selalu mengalami peningkatan.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alat intervensi pemerintah
terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Pengeluaran pemerintah
adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan
yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan
kegiatan-kegiatan pembangunan (Danawati, Bendesa, & Utama, 2016). Menurut
UU No.32 dan 33 tahun 2004 APBD adalah rencana keuangan tahunan.
Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan
daerah. APBD memuat rincian semua penerimaan daerah di satu sisi dan semua

pengeluaran daerah di sisi yang lain.



Distribusi  alokasi  pengeluaran  pemerintah di  Pulau Jawa
terjadi ketimpangan. Perbedaan ini disebabkan alokasi belanja pemerintah yang
dikeluarkan melalui belanja publik kurang menyentuh masyarakat. Distribusi dana
ke dalam pos-pos anggaran harus dapat memenuhi kebutuhan publik terhadap
sarana dan prasarana umum.

Tabel 1. 2

APBD Pulau Jawa Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015 — 2019
(Miliar Rupiah)

Provinsi 2015 2016 2017 2018 2019
Banten 8.08 9.79 10.27 11.07 12.29
DI Yogyakarta 3.91 4.27 5.28 5.79 6.15
DKI Jakarta 5342 59.39 7354 78.67 89.09
Jawa Barat 2856 31.34 3551 36.48 37.13
Jawa Tengah 1852 20.05 2435 25.06 26.65
Jawa Timur 2468 26,53 31.85 3529 33.84
Sumber: BPS, diolah

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja
pemerintah sisi pengeluaran masing-masing provinsi di Pulau Jawa yang paling
tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dan setiap tahun selalu mengalami
peningkatan. Provinsi DKI mengalami peningkatan tertinggi dari tahun 2016 ke
2017. Semua provinsi mengalami peningkatan namun hanya provinsi Jawa Timur
pada tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat
dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat disparitas wilayah/pembangunan di Provinsi Pulau Jawa?
2. Apakah jumlah penduduk memengaruhi disparitas wilayah/pembangunan di

Pulau Jawa?



Apakah  laju  pertumbuhan  ekonomi memengaruhi  disparitas
wilayah/pembangunan di Pulau Jawa?

Apakah APBD (sisi pengeluaran) memengaruhi disparitas
wilayah/pembangunan di Pulau Jawa?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka

penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1.

Untuk menganalisis tingkat disparitas pertumbuhan ekonomi antarprovinsi di
Pulau Jawa.

Untuk menganalisis pengaruh laju pertumbuhan terhadap dispritas
pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap disparitas
pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

Untuk menganalisis pengaruh APBD (sisi pengeluaran) terhadap disparitas
pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, penulisan ini diharapkan

dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.

Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi
untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta jurusan Ekonomi Pembangunan. Selain itu,
sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan

disparitas pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.



2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi
pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait disparitas pertumbuhan
ekonomi di Pulau Jawa.

E. Metode Penelitian

E.1. Alat dan Model Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
data panel dengan melakukan uji F-Statistik, uji Hausman untuk menentukan
model yang tepat antara common effects, fixed effects dan random effects. Model
ekonometrik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

IWit = Bo+ B1JPit + B2 Growth;; +B35 GCi; + eit

Di mana,

W = Ketimpangan pertumbuhan ekonomi diukur dengan Indeks
Williamson

JP = Jumlah Penduduk

Growth = Laju Pertumbuhan Ekonomi

GC = Pengeluaran Pemerintah

Bo = Konstanta

B1,B2,P3 = Koefisien variabel independen

i =1,2,3,..,6 (data cross-section Provinsi di Pulau Jawa)

t =1,2,3,..,5 (data time-series tahun 2015-2019)

e = Error Term

Sumber: Bhinadi, (2003)



E.2. Data dan Sumber

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada laporan
Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber lain yang terkait. Data yang diteliti
meliputi laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, APBD (sisi pengeluaran).
Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu kombinasi antara data time-
series dan cross-section. Data time series periode tahun 2015-2019 sedangkan
cross section adalah 6 Provinsi di Pulau Jawa.
F. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan laporan hasil penulisan ini
terdiri dari 5 bagian yaitu sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga
sistematika penulisan skripsi.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bagian yang tinjauan pustaka yang berisi tentang
kajian pustaka yaitu pengkajian hasil dari penelitian yang pernah dilakukan
sebelumnya dan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian penulisan.
BAB Il METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan yang menjelaskan secara detail metode penelitian
yang digunakan yaitu variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan cara

pengumpulan data, dan metode analisis data.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan hasil dan pembahasan dari
semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian beserta analisisnya.
BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil

penelitian yang dilakukan serta saran yang sesuai dari permasalahan yang terjadi.





